PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Ji dr. Muwardi No : 71 Telp. (0271) 593118 /Fax (0271} 593005 Sukoharjo
Website : rsud.sukoharjokab.go.id, E-mail : rsudskh@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
: KABUPATEN SURKOHARJO

NOMOR : 445/08.2/1/2020
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik, maka perlu menetapkan Daftar Informasi
Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan
Keputusan Direktur; '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952); ; ®

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

S. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063};

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
271);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
429);

MEMUTUSKAN

Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Daftar  Informasi Publik Yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
didasarkan pada hasil uji konsekuensi informasi
publik yang dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan
Direktur Nomor 445/26.b/IV/2019 tentang Daftar
Informasi Publik yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 “januari 2020
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Lampiran

Keputusan Direktur Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten

Sukoharjo
Nomor :445/08.2/1/2020
Tanggal : 23 Januari 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

dalam jabatan struktural

tentang KIP Pasal 17 huruf i

Merugikan proses
penyusunan kebijakan atau
menghambat kesuksesan
kebijakan karena adanya

Menjaga iklim kondusif

NO INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP
1 2 3 4 5 6 :
1. | Biodata elektronik PNS UU No 14 Tahun 2008 tentang | Mengungkap data pribadi | Melindungi data pribadi PNS | Sampai PNS yang
(database) KIP PNS yang bersifat rahasia | yang bersifat rahasia bersanglkutan purna
tugas
2. Dokumen/Berkas/Arsip PNS UU No 14 Tahun 2008 tentang | Mengungkap data pribadi Melindungi data pribadi PNS | Sampai PNS yang
KIP PNS yang bersifat rahasia ang bersifat rahasia bersanglutan purma
y g y g tugas
3. Identitas PNS yang melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang | Mengungkap data pribadi Melindungi data pribadi PNS | Sampai IENS yang
- | disiplin dan dijatuhi hukuman KIP Pasal 17 huruf h PNS yang bersifat rahasia yang bersifat rahasia R?;Z%ng utan purns
4. Identitas PNS yang mengajukan | UU No 14 Tahun 2008 tentang Mengungkap data pribadi Melindungi data pribadi PNS Sampai.putgjll\sfgn
izin perceraian KIP Pasal 17 PNS yang bersifat rahasia yang bersifat rahasia g(s:glalﬁgtan FENg
memiliki kekuatan
hukum tetap
S. | Daftar Nilai DP3 PNS eUU No 14 Tahun 2008 Mengungkap data pribadi | Melindungi data pribadi PNS gampal II:Ng yang
tentang KIP Pasal 17 hurufi | PNS yang bersifat rahasia yang bersifat rahasia tggz%ng itad) puia,
PP No. 10 Tahun 1979
tentang Penilaian
Pelaksanaan
6. Data usulan pengangkatan PNS UU No 14 Tahun 2008

Sampai dengan
Pelantikan




| oy | mseme

pengungkapan secara
prematur

UU No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik/IT (Pasal30-37)

Penyalahgunaan oleh pihak
lain

Menjaga keamanan
komputer

7. Arsip dinamis yang menurug UU No 14 Tahun 2008 Merugikan proses Melindungi kerahasiaan Sampali arsip
sifat rahasia tentang KIP Pasal 17 hurufi | penyusunan kebijakan dokumen dinyatakan sebagai
karena adanya arsip inaktif
pengungkapan secara
prematur
8. HPS (Harga Perkiraan Sendii i) eUU No 14 Tahun 2008 menghambat kesuksesan Efisiensi anggaran karena Sampai proses
tentang KIP Pasal 17 huruf j | kebijakan karena adanya diperoleh penawaran harga pengadaan barang
eKeppres Nomor 54 Tahun pengungkapan secara yang wajar dinyatakan selesai
, 2010 beserta perubahannya | prematur
9, Dokumen Penawaran Kontrak oUU No 14 Tahun 2008 Muncul persaingan usaha Dapat menjaga obyektifitas Sampai proses
‘ tentang KIP Pasal 17 huruf j | yang sehat penilaian pengadaan barang
: eKeppres Nomor 54 Tahun dinyatakan selesai
2010 beserta perubahan-nya
10. | Lokasi Server UU No 11 Tahun 2008 tentang | Tindakan kriminal Melindungi/mengamankan Sampai server tidak
Informasi dan Transaksi pengrusakan, pencurian perangkat serta data dipakai lagi
Elektronik/IT data
11. | Internet Protocol/IP Addres UU No 11 Tahun 2008 tentang | Penerobosan/penyelahguna | Menjaga/melindungi hak
Private Informasi dan Transaksi an hak akses akses Sampai Internet
Elektronik/IT Protokol Tidak
dipakai lagi
12. | Banwidht Management UU No 11 Tahun 2008 tentang | Penyalahgunaan kapasitas | Mengatur kestabilan Sampai bandwith
Informasi dan Transaksi banwidth di luar ketentuan | penggunaan penggunaan management tidak
Elektronik/IT banwidth dipakai lagi.
13. | Kode Akses Elektronik UU No 11 Tahun 2008 | Penyalahgunaan oleh pihak | Menjaga keamanan Sampai Kode Askes
tentang Informasi dan | lain komputer Elektronik
Transaksi Elektronik/IT Dinyatakan Tidak
Dipakai/Hapus
14. | Sistem Keamanan Elektroni

Sampai Sistem
Kemanan Elektronik
Tidak digunakan lagi




15.

Sistem management database

e UU No 14 Tahun 2008
tentang KIP) Pasal 17 huruf
J

e UU No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik /IT
(Pasal30-37)

Penyalahgunaan oleh pihak
lain

Menjaga keamanan |
database f

£
i

Sampali sistem
management
database
dinyatakan
dihapus/tidak
digunakan.

tidak sehat

16. | Hasil : e UU No 14 Tahun 2008 d. Menghambat kesuksesan | Membantu badan publik Sampai hasil
* Pemeriksaan Reguler tentang KIP) Pasal 6 huruf c kebijakan karena adanya | dalam mencapai . pemeriksaan dan
e Pemeriksaan Kasus ayat 6 & pasal 17 huruf i pengungkapan secara keberhasilan pelaksanaan | reviu dinyatakan
¢ Pemeriksaan khusus e Permenpan No prematur kebijakan. terbuka untuk
e Revie Laporan Keuangan Per/04/M.PAN /2008 e. Melanggar PP tentang Lrnm,
e KEvaluasi/Pemantaan tentang Kode Etik batasan distribusi LHP
Pengawasan & No f. Melanggar peraturan
Per/05/M.PAN/03/2008 Menpan tentang batasan
tentang standar audit distribusi LHP
Pengawas Intern Pemerintah
17. | Rekam Medis ¢ UU No 44 Tahun 2009 Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi kerahasian Sampai dokumen
tentang RS terkait kondisi kesehatan pribadi terkait kondisi Rekam Medis oleh
e UU No 29 Tahun 2004 dan fisik seseorang kesehatan dan fisik | UU dinyatakan
tentang Praktek kedokteran seseorang } bukal} dokumen
e UU No 14 Tahun 2008 ; rahasia
tentang KIP pasal 17 huruf h |
18. | Data Hutang Pasien kepada RS | UU No 14 Tahun 2008 tentang | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi kerahasian Sampai hutang
KIP pasal 17 huruf h angka 3 | terkait kondisi keuangan pribadi terkait kondisi pasien dinyatakan
seseorang keuangan seseorang | lunas
19. | Rincian Pendapatan RS UU No 14 Tahun 2008 tentang | Muncul persaingan Melindungi RS dari Sampai Operasional
KIP pasal 17 huruf j usaha/kepentingan yang persaingan ! Rumah sakit
tidak sehat usaha/kepentingan yakng dinyatakan ditutup

(s —




20.

Naskah Kerjasama

UU No 14 Tahun 2008 tentang
KIP pasal 17 huruf j

Muncul persaingan
usaha/kepentingan yang
tidak sehat

Melindungi RS dari
persaingan
usaha/kepentingan yang
tidak sehat

Sampai jangka
waktu batas
kadaluwarsa
tuntutan hukum
secara keperdataan
berakhir

21.

Besaran harga hasil penilaian
lembaga independen/appraisal
untuk pengadaan

UU No 14 Tahun 2008 tentang
KIP pasal 17 huruf i

Mengganggu keberhasilan
proses negosiasi yang akan
atau sedang dilakukan

Adanya kepastian dalam
penetapan harga
kelancaran pelaksanaan
pengadaan

Sampai proses
pengadaan
dinyatakan selesai




